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Abstract

This study aims to analyze digital transformation in government governance as a strategic approach to
improving the quality of public services through e-government. The research employs a literature review
method by examining various scholarly sources, including international journals, academic books, and
reports from reputable institutions relevant to the research topic. The findings indicate that digital
transformation plays a significant role in enhancing efficiency, transparency, accountability, and
accessibility of public services. The success of e-government implementation is influenced by several key
factors, including technological infrastructure, human resource competencies, policy support,
organizational culture, and public participation. However, several challenges persist, such as the digital
divide, limited institutional capacity, resistance to change, and data security risks. Therefore, a
comprehensive and integrated strateqy is required, including strengthening digital infrastructure,
improving human resource capacity, integrating information systems, and adopting user-centered service
approaches. This study is expected to contribute to the development of more effective, inclusive, and
sustainable e-government policies and practices in improving public service quality.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan
sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis e-government. Metode yang
digunakan adalah kajian pustaka dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal internasional,
buku akademik, dan laporan lembaga resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi,
transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pelayanan publik. Keberhasilan implementasi e-
government dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketersediaan infrastruktur teknologi,
kompetensi sumber daya manusia, dukungan kebijakan, budaya organisasi, serta partisipasi
masyarakat. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan digital,
keterbatasan kapasitas aparatur, resistensi terhadap perubahan, serta risiko keamanan data. Oleh
karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi penguatan infrastruktur
digital, peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, serta pendekatan layanan yang
berorientasi pada pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kebijakan dan praktik e-government yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Transformasi Digital, E-Government, Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang secara signifikan
memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pemerintahan.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong perubahan
paradigma dalam tata kelola pemerintahan dari sistem konvensional menuju sistem
berbasis digital yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks ini,
penerapan e-government menjadi salah satu strategi utama yang diadopsi oleh
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berbagai negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus
memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Heeks, 2018).

E-government merujuk pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah
untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta
memperbaiki proses administrasi pemerintahan. Implementasi e-government
diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan klasik dalam birokrasi, seperti
lambatnya pelayanan, kurangnya transparansi, serta tingginya potensi praktik korupsi
(UN, 2022). Dengan sistem digital, proses pelayanan publik dapat dilakukan secara
lebih cepat, efisien, dan terukur, sehingga mampu meningkatkan kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan.

Namun demikian, dalam praktiknya, transformasi digital dalam tata kelola
pemerintahan tidak selalu berjalan optimal. Banyak negara berkembang, termasuk
Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi e-government.
Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya
kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya integrasi sistem antar lembaga
pemerintah (Mergel et al., 2019). Selain itu, resistensi terhadap perubahan organisasi
juga menjadi hambatan signifikan dalam proses transformasi digital di sektor publik.

Di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam
mendorong transformasi digital melalui berbagai kebijakan, seperti Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE dirancang untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meskipun demikian, implementasi SPBE masih menghadapi berbagai kendala, seperti
disparitas digital antar daerah, kurangnya interoperabilitas sistem, serta rendahnya
literasi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN) (Kementerian PANRB, 2023).

Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih menjadi sorotan, terutama terkait
dengan aspek kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan. Berdasarkan berbagai
survei kepuasan masyarakat, masih ditemukan keluhan terkait birokrasi yang
berbelit-belit, kurangnya transparansi informasi, serta rendahnya responsivitas
pelayanan (OECD, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum
sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang
prima.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut pemerintah
untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mampu mengelola dan
memanfaatkannya secara strategis. Transformasi digital bukan sekadar digitalisasi
proses manual, melainkan perubahan mendasar dalam cara kerja, budaya organisasi,
serta pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Vial, 2019). Oleh karena itu,
diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi dalam mengimplementasikan
e-government agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik.

Faktor lain yang juga menjadi perhatian adalah kesenjangan digital (digital
divide) yang masih cukup tinggi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Kesenjangan ini menyebabkan tidak semua masyarakat dapat mengakses layanan
berbasis digital secara merata. Akibatnya, tujuan utama e-government untuk
meningkatkan inklusivitas pelayanan publik menjadi sulit tercapai (World Bank,
2022). Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital
dilakukan secara inklusif dan berkeadilan.

Selain aspek teknis dan infrastruktur, faktor kelembagaan dan regulasi juga
berperan penting dalam keberhasilan transformasi digital. Koordinasi antar instansi
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pemerintah yang belum optimal seringkali menyebabkan tumpang tindih kebijakan
serta duplikasi sistem informasi. Hal ini tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga
meningkatkan biaya implementasi teknologi (Dunleavy et al., 2020). Oleh karena itu,
diperlukan tata kelola yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi antar lembaga.

Dalam konteks pelayanan publik, keberhasilan e-government juga sangat
dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang digunakan.
Model penerimaan teknologi seperti Technology Acceptance Model (TAM)
menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi
menjadi faktor utama yang memengaruhi adopsi oleh pengguna (Davis, 1989). Oleh
karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem e-government yang
dikembangkan bersifat user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, aspek keamanan data dan privasi juga menjadi isu krusial dalam
implementasi e-government. Meningkatnya penggunaan teknologi digital
meningkatkan risiko kebocoran data serta serangan siber. Hal ini dapat mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah (Bannister & Connolly,
2020). Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat serta regulasi yang
jelas untuk melindungi data pengguna.

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan juga berkaitan erat
dengan konsep smart government, di mana pemerintah tidak hanya menggunakan
teknologi, tetapi juga memanfaatkan data dan analitik untuk pengambilan keputusan
yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik dapat menjadi lebih proaktif,
responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat (Gil-Garcia et al.,, 2018). Namun,
implementasi konsep ini masih memerlukan kesiapan yang matang, baik dari segi
teknologi maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital
dalam tata kelola pemerintahan melalui e-government merupakan langkah strategis
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, berbagai tantangan yang ada
menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang tepat dan komprehensif dalam
implementasinya. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam
bagaimana strategi transformasi digital dapat diterapkan secara efektif dalam tata
kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis e-
government.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik
secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan dan strategi
transformasi digital di sektor publik, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian
pustaka (literature review) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam
konsep transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan serta implikasinya
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis e-government. Kajian
pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi,
dan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik
yang dikaji. Pendekatan ini juga memberikan landasan teoritis yang kuat dalam
memahami fenomena transformasi digital di sektor publik serta faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilannya (Creswell, 2014; Snyder, 2019).
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Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang
kredibel, seperti jurnal internasional bereputasi, buku akademik, laporan lembaga
internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan e-
government dan transformasi digital. Beberapa sumber utama meliputi publikasi dari
lembaga seperti United Nations, OECD, dan World Bank, serta artikel yang
dipublikasikan dalam jurnal seperti Government Information Quarterly dan Journal of
Strategic Information Systems. Pemilihan literatur dilakukan dengan kriteria inklusi,
yaitu relevansi dengan topik penelitian, publikasi dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir, serta memiliki kontribusi teoritis dan empiris yang signifikan terhadap kajian
transformasi digital pemerintahan (Mergel et al., 2019; Vial, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan
pengelompokan literatur secara sistematis. Peneliti menggunakan database akademik
seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect untuk menemukan artikel yang
relevan dengan kata kunci seperti “digital transformation”, “e-government”, “public
service quality”, dan “digital governance”. Setelah itu, dilakukan proses screening
untuk menyaring literatur yang paling sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah
terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis)
untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan antar variabel, serta
kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut (Krippendorff, 2018).

Selanjutnya, hasil analisis literatur disintesis secara deskriptif dan kritis guna
menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi transformasi digital
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses sintesis dilakukan dengan
membandingkan berbagai temuan penelitian, mengidentifikasi persamaan dan
perbedaan, serta menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan
pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual
dalam pengembangan strategi e-government yang efektif dan adaptif terhadap
dinamika perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat (Okoli, 2015; Gil-
Garcia et al,, 2018).

3. Hasil Dan Pembahasan
Gambaran Umum Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, transformasi digital dalam tata kelola
pemerintahan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan
teknologi, organisasi, serta budaya kerja birokrasi. Transformasi ini tidak hanya
terbatas pada digitalisasi layanan, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam
cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat serta dalam pengambilan keputusan
berbasis data (Vial, 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government telah
memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi dan peningkatan akses
layanan publik. Namun, tingkat keberhasilan implementasi sangat bergantung pada
kesiapan institusi dan dukungan kebijakan yang memadai (Mergel et al., 2019). Dalam
konteks Indonesia, kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
menjadi landasan utama dalam mendorong integrasi layanan digital, meskipun
implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan SDM
dan infrastruktur.

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Transformasi Digital

Hasil sintesis literatur mengidentifikasi beberapa faktor utama yang

memengaruhi keberhasilan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
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Faktor-faktor tersebut meliputi aspek teknologi, sumber daya manusia, kebijakan,
serta partisipasi masyarakat.

Tabel 1. Faktor Penentu Transformasi Digital dalam Pemerintahan

No Faktor DesKkripsi Sumber
1 Infrastruktur Ketersediaan jaringan, sistem World Bank
Teknologi informasi, dan platform digital (2022)
Sumber Daya Kompetensi  digital . ASN  dan Mergel et al.
2 . kemampuan adaptasi terhadap
Manusia . (2019)
teknologi
Regulasi dan Dukungan kebijakan seperti SPBE
3 Kebijakan dan tata kelola digital OECD (2021)
. . Kesiapan perubahan dan inovasi .,.
4 Budaya Organisasi dalam birokrasi Vial (2019)
Partisipasi Tingkat adopsi dan kepercayaan
> Masyarakat masyarakat terhadap layanan digital UN (2022)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keberhasilan transformasi digital
tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh faktor non-teknis seperti
budaya organisasi dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan
bahwa transformasi digital merupakan proses holistik yang memerlukan pendekatan
lintas sektor (Gil-Garcia et al., 2018).

Dampak Transformasi Digital terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital melalui e-government
memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik,
terutama dalam aspek efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan.

Tabel 2. Dampak E-Government terhadap Pelayanan Publik

Aspek Dampak Transformasi .
- . Penjelasan

Pelayanan Digital

Efisiensi Meningkat Proses laya.nan menjadi lebih cepat
dan otomatis

Transparansi Meningkat Informasi layanan dapat diakses
secara terbuka

Aksesibilitas Meningkat Lgyanan dallpat diakses kapan saja dan
di mana saja

Akuntabilitas Meningkat Prolses layanan dapat dilacak secara
digital

Kepuasan Publik Meningkat llj:inkgalaman pengguna menjadi lebih

Transformasi digital memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan
berbasis online yang mengurangi interaksi tatap muka, sehingga mempercepat proses
administrasi dan mengurangi potensi praktik korupsi (Bannister & Connolly, 2020).
Selain itu, sistem digital memungkinkan pelacakan layanan secara real-time, yang
meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
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Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan
kualitas pelayanan belum merata di semua wilayah. Kesenjangan digital menjadi
faktor penghambat utama dalam pemerataan manfaat e-government (World Bank,
2022).

Tantangan dalam Implementasi E-Government

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi e-government masih
menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hasil analisis literatur
mengelompokkan tantangan tersebut ke dalam beberapa kategori utama sebagai
berikut:

Tabel 3. Tantangan Transformasi Digital Pemerintahan

No Tantangan Dampak
1 Kesenjangan Digital Ketimpangan akses layanan antar wilayah
2 Keterbatasan SDM Rendahnya kompetensi digital ASN
3 Resistensi Organisasi Penolakan terhadap perubahan sistem
4 Keamanan Data Risiko kebocoran dan serangan siber
5 Fragmentasi Sistem Kurangnya integrasi antar instansi

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan
hanya persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, organisasi, dan
kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan
berkelanjutan untuk mengatasi hambatan tersebut (Dunleavy et al., 2020).

Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis E-Government

Berdasarkan hasil kajian pustaka, terdapat beberapa strategi yang dapat
diterapkan untuk meningkatkan efektivitas transformasi digital dalam pelayanan
publik, antara lain:

1. Penguatan Infrastruktur Digital
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang merata,
terutama di daerah terpencil.
2. Peningkatan Kompetensi SDM
Pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN menjadi kunci dalam mendukung
implementasi e-government.
3. Integrasi Sistem Informasi
Pengembangan platform terpadu untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan
efisiensi layanan.
4. Peningkatan Keamanan Data
Implementasi sistem keamanan siber yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik.
5. Pendekatan Berbasis Pengguna (User-Centered)
Pengembangan layanan yang mudah digunakan dan sesuai kebutuhan masyarakat
(Davis, 1989).

Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan e-government
sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, kebijakan, dan sumber daya
manusia.

Sintesis dan Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam tata kelola
pemerintahan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan institusi, dukungan
kebijakan, serta partisipasi masyarakat.
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Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa transformasi digital
merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Secara praktis, penelitian ini
memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam mengembangkan e-
government yang lebih efektif dan inklusif.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-
government merupakan langkah strategis yang memiliki peran signifikan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada
digitalisasi layanan, tetapi juga mencakup perubahan menyeluruh dalam sistem kerja
birokrasi, budaya organisasi, serta pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-government
dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci, yaitu ketersediaan infrastruktur teknologi,
kompetensi sumber daya manusia, dukungan regulasi dan kebijakan, budaya
organisasi yang adaptif, serta tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Faktor-
faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk ekosistem digital pemerintahan yang
menentukan kualitas layanan publik yang dihasilkan. Oleh karena itu, pendekatan
yang bersifat holistik dan terintegrasi sangat diperlukan dalam mendorong
transformasi digital yang berkelanjutan. Selain memberikan berbagai manfaat seperti
peningkatan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan, transformasi digital
juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan digital antar wilayah,
keterbatasan kompetensi aparatur, resistensi terhadap perubahan, serta risiko
keamanan data dan privasi. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut,
penelitian ini menegaskan bahwa strategi transformasi digital yang efektif harus
mencakup penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, integrasi sistem informasi antar lembaga, penguatan keamanan siber, serta
pengembangan layanan berbasis kebutuhan pengguna (user-centered). Implementasi
strategi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih
berkualitas, inklusif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh
karena itu, komitmen pemerintah yang kuat serta kolaborasi lintas sektor menjadi
kunci utama dalam keberhasilan transformasi digital menuju tata kelola
pemerintahan yang modern dan berdaya saing.
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